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| PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR | s
| NOMOR 82 TAHUN 20 19 S
e ~ TENTANG | |
o ', PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2019
B  TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN |
| ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Fn

R BT I BUPATIKARANGANYAR , - i
S Memmbang : a bahwa dalam rangka menmgkatkan pelayanan AdmlmstraSL
T o v‘Kependudukan kepada masyarakat perlu mcngubah:' |
Peraturan Bupatl Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentangi

PetunJuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Admlmstras;f, » :

» ig_,bahwa berdasarkan perumbangan sebageumana dlmakSUd
o »vdaJam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupau tCntang R

"*f.‘Perubahan atas Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 4 o

S ..'__ijahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan,;
‘:»."Admmlstram Kependudukan, s o e T 8
‘Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukanv,:-‘
o _i»“Daerah-daerah Kabupaten dalam Llngkungan PfOVlnsx JaWa_'--:-:fM g
Tengah | T Eaa
}.ivUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admlmstras;l

. . chendudukan (Lembaran Negara Repubhk Indonesla Tahun -
S 1.5".1.»2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Repubhk: i

Indonesxa Nomor 4674) Sebagalmana telah dlubah dengan"i;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan;: | o
| Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006 ‘tentang B
Admlmstrasu Kependudukan (Lembaran Negara RCPUbhkL, : __
) Indonesm Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran‘ N
. f-Negara Repubhk Indones1a Nomor 5475), L




3 Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2014
"Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa

Nomor 5587), sebagannana d1ubah beberapa kali terakhir =~

'dengan Undang—Undang “Nomor 9 Tahun 2015 - tentang E

'Perubahan Kedua atas Undang—undang Nomor 23 Tahun o

2014 tentang Pcmenntahan Daerah (Lembaran“ Negara .

) Repubhk Indonesxa 'I‘ahun 2015 Nomor 58, ‘Tambahan

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 5679), .
4. Peraturan Pemenntah Nomor 37 Tahun 2007 tentzing
| Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang_

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Repubhk
. Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4736), sebagaxmana tclah dlubah.’ ’

- dengan Peraturan Pcmenntah Nomor 102 Tahun 2012 tentang -
'Perubahan atas Peraturan Pcmcrmtah Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Admm1stra81 Kependudukan (Lembaran - Negara

v Repubhk Indone31a Ta.hun 2012 Nomor 265 Tambahan' T

Lembaran Negara chubhk Indoncsxa Nomor 5373), o
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan' |
. dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan. Pencatatan Slpll
.(Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2018
~ Nomor 184), o ‘ '

6. '_ Peraturan Daerah Kabupaten | Karanganyar Nomor }_ 1 - |

,Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Adrmmstrasx
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
'.l‘ahunv201‘1 Nomor 1), sebagalmana telah dlubah beberapa

i kah terakhir dcngan Peraturan ' Daerah Kabupaten T

| Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua o
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor _ 1
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Admmlstram |
. Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
‘ Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah

| Kabupaten Karanganyar Nornor 58),



i Menetapkén

7 Pcraturan Bupat.l Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang‘ .

'Petunjuk _ Pelaksanaan Penyelenggaraan . Admxmstram | .‘
Kependudukan (Benta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun |
2019 Nomor 4), . o

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
" BUPATI KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2019  TENTANG

'PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
~ KEPENDUDUKAN. N

Pasal I

.Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Karangényér ’
- Nomor 4 Tahun 2019 tcntang Petunjuk Pelaksanaan

Penyelenggaraan Admlnlstra31 Kependudukan (Benta Daerah.

L _Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), dlubah sebaga1

1. Pasal 1 d1ubah sehmgga berbuny1 sebagal benkut
‘ Pasal 1 v L
Dalam Peraturan Bupah ini yang dxmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar o
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar _ |
3. Pemerintah Daerah adalah Bupatx dan Perangkat Daerah

v scbaga.l unsur penyelenggaraan Pemenntah Daerah.

a ~ 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll yang» ‘

éelénjutnya ' dlsebut D1sdukcap11 adalah Dmas 3
Y Kependudukan ~dan Pencatatan -~ Sipil Kabupaten -

: ’Karanganyar

5. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan blodata"":f“
A ’penduduk pencatatan atas pelaporan pcrlstxwa o
'VKependudukan, _ dan pendataan penduduk rentan

- Administrasi Kependudukan, serta penerbltan Dokumen
Kependudukan ‘berupa kartu 1dent1tas a_tau, surat

S ketcrangan kep‘enduvduka}r‘i.}



Pencatatan Sxp1l ada]ah pencatatan Penstwva Pentmg R

.v’yang d1a1am1 seseorang dalam reglster pencatatan 31p11_“mv

- pada Dlsdukcapll

. Penduduk adalah WNI dan Orang Asmg yang bertempat

tinggal di Indones1a , _ , : S
Warga Negara Indone31a yang selanjutnya dlsmgkat WNI

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-

_ orang bangsa lain yang dx sahkan dengan Undang-i _

- 10.
o NIK adalah nomor ldentltas Penduduk yang: bersxfat unlk“"",

| atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang :

" terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. | |

11,

Undang sebaga1 WNI B : o
Orang Asing adalah orang yang bukan WNI -
Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya dlsmgkat :

Kartu Keluarga yang selan_]utnya dlsxngkat KK adalahv
kartu identitas keluarga yang memuat data tentang‘

 nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta

12,

identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk Elektromk yang selargutnya"
 disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang
- dilengkapi cip yang mérupakan identitas resmi penduduk o
: sebagal bukti diri- yang dlterbltkan oleh perangkat daerah}v

| . yang memb1dang1

13. .
. adalah xdentxtas resmi aniak sebagai bukti diri anak yang

| 14.

Kartu Identltas Anak yang selanjutnya dlsmgkat KIA'

berusm kurang dan 17 (tujuh belas) tahun dan belum'

- menikah yang diterbitkan oleh Dmas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota atau Umt Pelaksana |

‘Tekms . S
‘Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yangv

dlkeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu

negara, persenkatan bangsa-bangsa, atau orgamsasx_,_“}:;",}
vmternasmnal lamnya untuk melakukan per_]alanan antar ’

- Negara yang memuat 1dent1tas pemegangnya N

15.

N Repubhk Indonesxa dan surat per_]alanan laksana paspor '-

Dokumen Perjalanan Repubhk Indonesia adalah paspor

' Repubhk Indonesxa



©16. Sistem Informasi Administfési Kependudukan yang
- sclanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang

© memanfaatkan teknologi informasi _dan k__omunikaéi._”'____‘_"_

untuk memfasxhtam pengelolaan mformasx adrmmstras1
,kependudukan di tingkat - Penyelenggara dan Dinas
. Kependudukan dan Pencatatan Slpll sebagm satu
kesatuan _ ‘ o o
: 17. Menten adalah menten yang menyclenggarakan urusan
- pemenntahan dalam negeri. ' ' '

 18. Perwakilan Republik Indonesxa adalah kedutaan besar, S

- Repubhk Indonesia, Konsulat Jenderal Repubhk »
" Indonesia, dan Konsulat Repubhk Indones1a o

o 19. Tanda Tangan Elektromk yang selanjutnya dlsmgkat TTE

'adalah tanda tangan yang terdm atas qunnés”l,‘”'l“ -

elektronik yang dilekatkan, teras031a31 atau terkait
dengan mformam elektromk lainnya yang dxgunakan
L 'scbagal alat verifikasi dan autenhkam Lo
A 20. Regxster Akte Kclahlran ‘adalah dokumen ' oten'ak
. engenal status kelahiran ¢ seseorang : | '
21;.‘ chxster Akte Kematxan adalah dokumen otentlk )

mengenal kematian seseorang

~.22. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesxa yangr_ -

selanjutnya  disingkat SKPWNI.- adalah - dokumenv

S kependudukan yang menerangkan pmdahnya Penduduk‘f'"f SR

o ke Daerah dOIIlISIll yang baru

2. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 dls131pkan 1 (satu) pasal ;
yakm Pasal 61A sehmgga berbunyl sebagal benkut

R : - Pasal6lA S . .
. (Ij PenandaTanganan Dokumen Admmduk dllakukan dengan o
. i Tanda Tangan Elektromk (TTE) ,

B (2) Dokumen Adrmnduk sebagaimana dxmaksud pada ayat (1)

~ a. Kartu Keluarga; )
" b. Akte Kelahiran; A
c. Register Akte Kélahiran;ﬂ&'- -



d - Akte Kematian; o .
e. »,_Register Akte Kematian; dan |
| f. \ Surat Keterangan Pmdah Warga Negara Indonesza
| (SKPWNI) |

Pasal II B
Peramran Bupatl ini mulau berlaku pada tanggal dmndangkan

Agar setxap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan

Peraturan Bupatx ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar - R

| Dxtetapkan di Karanganyar
‘pada tanggal 9 Oktober 2019
BUPATI_KARANGANYAR '

ttd. .
| | o " JULIYATMONO
- Diundangkan di Karanganyar 4‘ | | -

| ,pada tanggal 9 Oktober 20 19
‘, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
ot
'SUTARNO |
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Salman sesuai dengan aslmya
N SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MMNGAWAR

‘{‘ v' . / \‘_
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